WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT i
SURABAYA

LINAN
KEPUTUSANM
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT TI SURABAYA
NOMOR 63 TAHUN 1999

TENTANG
TATA CARA PENGURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN
USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS DI
KOTAMADYA DAERAHM TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

inbang : bahwa dalam r~angka meningkatkan pelavanan kepada
masyarakat dibidang pemberian izin penyelenggaraan
usaha tempat parkir khusus dan meningkatkan
kejancaran tertib lalu lintas dan keselamatan Talu
lintas, dipandang perlu menetapkan Tata Cara
Pengurusan Izin Penyelenggaraan Usaha Tempat
Parkir Khusus dengan Keputusan,

bngat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1ingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
. Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undanc-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;

3.‘Undang*undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Jalan

4, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

5. Pgraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 1990
tertang Penyerahan Sshagian Urusan Pemerintahan
daiam Bidang talu Lintas dan Angkutan Jalan
kepada Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentiang Pragarana dan Lalu Lintas Jaian ;

7..Peraturan Daarah Keota Besar Surabaya Nomor B8
Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Penegasan dan Penanggulangan Bahaya

. Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II
* .. Surabaya ; . - . .



8, werstyran Bacran Kotamadya Paarah Tingkat TI
Surabays Nomor 2 Tahun 1885 tentang
Pengsloiaan Tempat Parkir dalam Kotamadya
BDaerah Tingkat II Surabava ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 7 Tahun 13892 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Kotamadya Dasrah Tingkat 11
Surabava

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerak Tingkat II
Surebaya Nomor 13 Tahun 1896 tentang Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Baerah

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Surabaya Nomor 14 Tahun 1996 tamrtang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Ternimal Daerah Kotamadya Daarah Tingkat TI
Surabaya ;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surahaya Nomoar 15 Tahun 1986 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas
Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Surabaya.

MEMUTUSEKAN
renetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENGURUSAN

IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerab Tingkat TI Surabaya ;

b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya :

c. Dinas adalah Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Ii Surahaya ;

d. Kepala Dinas adalah Kepaila Dinas Perparkiran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava ;

e. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah Satuan
Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kcta Besar
Surabaya;
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Dinas Bangunan Daerah adalah Dinas Bangunan
{aerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

Dinas Kebakaran Daerah adalah Dinas Kebakaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya ;

Parkir adalah menempatkan dan atau memberhen-
tikan kendaraan selama waktu tertentu di tempat
parkir ;

Pemchon, adalah orang pribadi atau Badan Hukum
yang mengajukan . izin papyelenggarean usaha
tempat parkir khusus ;

Tempat Parkir Khusus adalah tempat untuk
memarkir kendaraam meliputi pelataran parkir
dan gedung parkir yang disediakan oleh swasta
atau pihak lain ;

Pelataran Parkir adatlah bidang tanah di 1luar
jalan yang pengounaannya sebagai tempat parkir;

Gedung Parkir adalah suatu bangunan atau suatu
bagian bangunan vyang penggunaannya sebagai
tempat parkir

1zin Penvelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus
yang selanijutnya dapat disebut izin adalash {zin
yang diberikan oleh Kepala Dinas Perparkiran
Baerah untuk menyelenggarakan usaha tempat
parkir khusus

Sewa Parkir adalah pembayaran yang dikenakan
atas psnggunaan tempat parkir di gedung-gedung
parkir atau pelataran parkir yang tidak

dikslola Pemerintah Daerah

Instansi pemroses adalah instansi yang
memproses izin penyelenggaraan usaha tempat
parkir khusus di dalam Wilayah Kctamadya Daerah
Tingkat II Surabava yaitu Dinas Perparkiran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;

Instansi pembeari pertimbangan adalah instansi
yang memberikan pertimbangan memberikan izin
atauy menolak permohonan {zin penyelanggaraan
usaha tempat parkir khusus.



RAB 11
PEHSYARATAN MEMPERQLEH
TZIMN PENYELENGGARAAN USAHA
TEMPAT PARKIR KRUSUS

Pasal 2

Untux mempercleh izin penyelenggaraan usaha
tempat oparkir khusus, pemchorn harus mengajukan
permohonan tertulis kepada ¥epala Dinas (rangkap
7) denaan formulir vang disediakan o©leh Dinas
Perparkiran Daerah dan dilampiri dengan

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK (kalau XTP
daiam proses) bagi pemohon perorangan

b. Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon vyang
berbentuk Badan tfsaha, Akta Pendirian Kgoperasi
bagi pemohon yang berbentuk koperasi ;

c. Surat keterangan domisili perusahaan ;

d. Surat Izin Tempat Usaha/HO ;

e. Gambar Tokasi tempat yvang diusulkan ;

f. 1zin mendirikan bangunan untuk parkir di
dalam gedung ;

g. Bukti kepemiiikan persii/bangunan ;

h. Izin pemilik bangunan/persil (dalam hail
bangunan/persil bukan milik pemohon).

: BAR III
TUGAS DAN KEWAJIBAN INSTANSI
PEMRGSER DAN INSTANST PEMBERI PERTIMBANGAN

Pasal 3

{1) instansg* nemreoses mempunyai tugas dan
kawajiban sebagai berikut

a. Menyiapkan formulir permohonan izin
untuk diisi oleh pemchon ;

b. Menaiitl kelengkapan persyaratan sebagai-
mana tersebut pada pasal 2 Keputusan ini
dan apabila kurang Jlengkap dikembalikean
kepada pemohon pada saat itu juga untuk
ditengkapi ;

¢. Berkas permohonan vyang sudah lengkap
disampaikan kepada instansi pemberi
pertimbangan dengan surat pengantar ;

d. Menerima dan menititi " rekomendasi/
pertimbangan dari instangi pemberi
pertimbangan, apakah izin dapat diberikan
atau ditolak atau berkas permohonan harus
dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku;
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atau surat izin ;

Menyerahkan surat penolakan izin atau surat
izin ;

Tim pemberi pertimbangan terdiri dari

a.

T ~h 0O
L] a - -

Dinas tatu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah;

Satuan Lalu i.intas {Satiantas)

Dinas Bangunan Daerah ;

Dinas Pekeriaan Umum Daerah ;

Dinas Tata Keta Daerah ;

Ragian Qrganisast ;

Bavian Hukum ;

Instansi yang dipandang perlu sasuai demgan
tugas dan fungsinya.

Instansi pemberi pertimbangan mempumnyxaj tugas
dan kewajiban sebagai berikut :

a.

Dinas Ltalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah, memberikan pertimbangan berkaitan
dengan kelancaran serta kepadatan lalu
lintas disekitar lokasi yang diusulkan;

Satuan iLalu Lintas (Satiantas), memberikan
pertimbangan berkaitan dengan adanya
kegiatan usaha tempat parkir tersebut akan
menimpuikan gangguan terhadap ke@amanan,
ketertiban dan kelancaran lalu iintas serta
ketenteraman masyarakat dan memberikan
saran sebagai persyaratannya ;

Dinas Bangunan Dasrah, memberikan
pertimbancan nperkaitan dengan penelitian
terhadap konstruksi, kelengkapan sarana dan
prasarana banguran tempat psrkir serta
memparikan saran ssbaagai persyaratannya ;

. Dinas Pekeriaan Umum Daerah, memberikan

pertimbangan berkaitan dengan penelitian
terhadap rencana rekayasa lalu lintas
(keluar dan masuk) kendaraan serta sistim
penerangannya dan memberikan saran sebagai
persyaratannya dangan koordinasi bersama
Satlantas Polwiltabes ;

Dinas Tata Kota Daarah, memberikan
pertimbangan berkaitan dengan penelitian
terhadap peruntukan ;

Bagian Organisasi dan Bagian Hukum,
memberikan pertimbangan berkaitan dengan
aspek administrasinya ;
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g1 InsinhEd yanw WiNARERNG PEAR1IY BESLAY deRgan
tugas dan gungsinya.

Secara berkala atau sewaktu-waktu panitia
pertimbangan dapat mengadakan rapat.

BAB Iv
TATA KERJA
Pasai 4

Instansi Pemrosas menerima permohonan 1z2in
dengan kelengkapan persyaratan sabagaimana
dimaksud dalam pasal 2 Keputusan 1ini dan
dengan surat pengantar meneruskan kepada
instansi pemberi pertimbangan ;

Instansi pemberi pertimbangan mangadakan
penelitian atas permohonan izZin dan memberikan
saran pertimbangan kepads Kepala Dinas ssasuai
tugas dan kewenangannya ;

Rerdasarkan hasil pertimbangan tersebut pada
ayat {2) pasal ini Instansi pemroses
menyiapkan Konsep tentang pembarian izin atau
penolakan permohonan izin ;

Datam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah diterimanya pengantar sabagaimana
dimaksud ayat (17) pasal ini, instansi pemberi
pertimbangan bejum memberikan pertim-
bangan/rekomendasi, maka instansi pemroses
dapat langsung menyiapkan konsep dimaksud pada
ayat (3) ;

Calam jangka waktu maksimal 28 hari kerja,
surat izin atau surat penclakan permohonan
izin sudah diterima oleh pemohon.

BAB v
BENTUK PENANDATANGANAN DAN BERLAKUNYA
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA
TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 5

(1) Izin diberikan dalam bentuk surat izin

(2) Surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Pasa) 6

{1) Izin beriaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

dar dapat diperpanjang setiap kali berlaku 2
{dua) tahun ;
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paeal inl pengusaha harus sudah mengajukan
permghonan perpanjangan pating lambat t (satu)
huian sebeium jangka waktunya habis

(3) Proses pengurusan perpanjangan tzin
penyelenggaraan usaha tempat parkir Kkhusus
dilaksanakan gesuai ketentuan - ketentuan pada
pasal 2,3,4 dan 5 Keputusan ini :

(4) Tzin sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat
f1Y Xenutusan ri tidak boleh dipindahkan
tangankan Kkepada pihak Tain, kecuali dengan
percseatujuan tertylie dari Kepala Dinas,

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 7

Dinas dapat mengadakan kerja sama dengan
pengusaha dalam rangka penyelsnggaraan usaha
tempat parkir khusus.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal a

Penvelsnggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus
apabila t*tetlah menvelenggarakan wusahanva sebalum
Keputusan int ditetapkan, dapat melanjutkan
usahanva dengan svarat wajib mengurus izin sesuai
ketentuan vang berlaku.

Fasal 9
Dengan bsrlakunva Kepuviusan ini, Keputusan
Walikotamadva HKepala Daerah Tingkat Il Surabaya

Nomor 253 Tanun {1980 dinyatakan dan tidak berlaku
Yagi.

BAB vITI
PENUTUP
Pasal 10

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan



{2Y Mangumumkan Keputuszan 1ni dalam Lembaran
Daerah Kotamaaya Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Ditetapkan di S UR A B A Y A
Pada tanggal 23 AGUSTUS 1t9S59.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 11 SURABAYA

ttd.
H. SUNARTQ SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada

Yth.1.8dr.Gubernur Xepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur ;
2.8dr.Pembantu Gubernur Wilavah V Surabaya:
3.8dr.Ketva DPRD ;
4.8dr,.Kepala Inspertorat Wilavah ;-
5.8dr.Kepala Xepolisian Wiiayah Kota Besar Surabaya;
§.8dr.Kepala Dinas DLLAJ Daerah :
7.8dr.Kepala Dinas Banguran Daerah ;
8.8dr.Kepaia Dinas Pemaaam Kebakaran Daerah ;
9.8dr.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah :
10.8dr.Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
11.8dr.Kepaia Bagian Pemerintahan
12.5dr.Kepala Bagian Huw«um
13.8dr.Kepaia Bagian Perekonomian.
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Seri D.2 tanggal 23 Agustus
1999 NMomor 44,

Salinan cecuaw dengan, astinya

A f kretarqs Kotamdgya Daerah
’ fﬁ 3 gwngkat Il Syrgbava
Vg

_PTt 4Kgpa1a Bag gn Hukum

Ee N

E?:' " .,.;!.:‘,‘{mi ?.-4- T - -

-l-?;-“- .--l‘.' . -‘__...,: ﬂ //

Yoo T KO SAMADIKUN, SH
» enata Tk.I

"Nip. 510 036 885



LINAN LAMPIRAN 1 XEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAE TINGKAT II SURABAYA
NOMCR : 63 TAHUN 1599
TANGGAL : 23 AGUSTUS 1999

Surabaya,
thal : Permohonan Izin Kepada
Penyelenggaraan Yth.S8dr.Kepala Dinas Perparkiran
Usaha Tempat Daerah Kotamadya Daerah
Parkir Khusus. Tingkat II Surabavya
di

SURAEBATYMA

Bersama ini kami mohon kepada Kepala Dinas Perparkiran
Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk dJapat
diberi izin penyelengaraaan usaha tempat parkir khusus 4di
lokasi ........ e dengan kelengkapan persyaratan
sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas kami
sanggup senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

Tanda tangan dan
nama terang pemohon

tian :

————

honan yang tidak diisi dengan
ap dan tidak disertai lampiran-
ran yang diperlukan tidak dilayani.



Nama pemochon
AEAHAAZ BAMERS Lindide
Pekerjaan

Kebangsaan

Badan hukum
Kedudukan

Jenis Usaha
Lokasi
Kelurahan
Kecamatan

Batas-batas letak usaha
~ sebelah kiri

-~ sebelah kanan

- gebelah belakang

- sebelah depan

Tanah/bangunan milik :
Kama
Alamat

Status tanah

Keadaan tanah/bangunan :
- luas tanah
- luas letak bangunan

Keterangan lain-lain

Surabava,
#i oleh petugas
Tanda Tangan dan
trima tanggal Nama terang pemchon
¢r Agenda :

iran yang harus disertakan

oto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

'oto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon vang

)erbentuk Badan Hukum, Akta Pendirian Koperasi bagi

)emohon yang berbentuk Koperasi ;

loto copy Kartu Tanda Penduduk {(KTP) bagi pemchon perorangan ;
foto copy keterangan domisili perusahaan ;

feto copy surat izin tempat usaha |

lto copy izin mendirikan bangunan untuk parkir di dalam gedung.

INAN sesuail dengan Aslinya WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGEAT II SURABAYA

lekretaris Kotamadya Daerah
'“angk t IT Surabaya ttd.

np’

g
Bagia Hukum H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
h .

i 'T':y-a.\,/ I'!ﬁ ~
_,xgﬂ;i?_EZEEB;;;N,SH
'"‘Penata Tk.T

NKIP. 510 036 B85




INAN _ampiran lla Keputusa_n Walikotamadya Kepata
Daerah Tingkat || Surabaya
Nomor
Tanggal :

RINCIAN WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MASING-MASING KEGIATAN
WLAM PENYELESAIAN IZIN PEITYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS

INSTANSI DAN JENIS KEGIATAN

JUMLAH HARI KERJA

Instansi Pemroses :
a. Sub, Bag. Tata Usaha

1. Menerima, menelitl kelengkapan persyaratan dan
pencatatan berkas permohonan izin dan apabila benar
dan lengkap kepada pemohon diberikan tanda terima
pemaohon.

2. Mengajukan berkas permohonan izin kepada Kepala
Dinas.

b. Kepala Dinas

1. Meneriiiia dan meneliti berkas vermohonan
2. Memberikan disposisi untuk penyelesaian lebih lanjut
kepada Kasi Parkir Khusus

€. Selsi Parkir Li-usus

1. Menerima d2n mencatat dalam buku register berkas
permohonan izin yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas

2. Menbuat surai pengatar yang ditanda tangan Kepala Dinas
instansi pamber! ;artimbangan

3. Menyimpan berkas asli permohonan izin

d. Kepala Dinas

- Menandatangani Surat Pengantar kepada instansi pemberi
pertimbangan

e. Sub. Bag. Tata Usaha

- Mengirim Surat Pengantar kepada instansi pemberi
pertimbangan

INSTANSI PEMBERI PERTI-BANGAN
INSTANSI PEMRO:.SS :
a. Seksi Par’iir Khnsus
1. Menerima hasil pertimbangan dari instansi pemberi
pertimbangan

2. Menyiapkan konsep Surat Keputusan penolakan /
pemberian izin Penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir
- Khusus. '

1

e ————— -

Ia=1har

1b =2 hari

I¢c=2harl

Id.e =2 hari

II = 14 hari

T a = 4 hari




b. Kepala Dinas

1. Menelitl konsep Surat Kerutnsar: pensolakan / pemberlan
izin Penyelengqgaraan iisaha Tempat Xhusus Parkir, IO b,c = 3 harj

2, Menandatangani Surat Keputtsan penolakan / pemberian
izin penyeienggaraan Lasaha Tempat Paridr Khusus.

C. Sub. Bag. Tata Usaha

Memndak lanjuti Surat Keputusan penolakan / pemberian izin
dengan :

- Memberl nomor dan mencatat kedalam buku register
- Menyampaikan Surat Keputusan tersebyt kepada
pemohon dan tembusannya kepada instans! terkait

!/ | PEMOHON

- Menerima Surat Keputusan penolakan / pemberian izin
Penyelenggaraan Uasaha Tempat Parkir Khusus.

JUMLAH 28 HART
|
» . 'VALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
Aslin
ﬁm&m““f;’yﬁ‘ R TINGKAT If SURABAYA
...... ngkat IT Surabaya

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

&

MMDM.S_
¥, Perza Tingkat 1
“NIP. 510 036 885



ALINAN
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LAMPIRAN IIb KEPUTWBAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT IT SURARAYA
NOMOR  : 63 TAKUN 1999
TANGGAL : 23 AGUSTUS 1999

BAGAN PERMOHONAN & PENYELESAIAN
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT PARKIR KHUSUS

PROSES PENYELESATAN

0.| PEMOHOR/PETUGAS - KET.
ITIIITIIV | vV (IVIVII[VIII] IX | X | XTI |XITIXIII
l.| Pemohon [—~—>o
2.| Sub.Bag.T.U >0 |——-)o l—-)o >0 I—»—:_»o
1.| Kepala Dinas I~---->o >0 >0
i.| Kasi Parkir [_ [_
Rhusus. >0 >0

Instansi Pemberi
Pertimbangan

WALIRQTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT 1T SURARAYA

tra.
H.SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesual dengan aslinya
an. Sekrei_:aris Kotamadya Dasrah

' .. KODRAT SAMADIKUN,SH
%". ‘- Penata.Tingkat I
", . NIP: 510 036 885




ALINAN Lampiran lic Keputusan Walikotaradya Kepala
P aaﬁm img at Sunba}?n P

Momor
Tanggal :

TANDA TERIMA

Telah Diterima Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Uasaha tempat Parkir Khusus
beserta kelengkapannya dari

Dan pada saatnya akan dipanggil untuk menerima Surat Kepuhiisan penolakap / pemberdan
in dimaksud.

Demikian urtuk dipergunakanlsepedunya'.

Surabaya,

KEPALA DINAS PERPARKIRAN
' DAERAH KMS '

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
Salinan sesuai dengan Aslinya TINGKAT II SURABAYA -
@‘r‘:‘ j%r&_aris Kotamadya Daerah
l"“ .- '.v ] é

Bagian H tel.

>
‘é}‘/: ¢

. H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

NIP. 510 036 B8S



ALINAN

LAMPIRAN TIII KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NEaMON t RA PANUN 19w
TANGGAL : 23 AGUSTUS 199%

SURAT -~ TIZIN

KEJALA DINAS PERPAREIRAN DARRAH
KOTAMADYA DAERAH TiMGKAT IT SURABRAYA
NGMOR TARUF

THNTANG

PERYELENCGARAAR USAHAE TEMPAT PARKTR PARKIR

pada
imat :

tuk

KEVATLA DINAY PHERPARKIRAN DAFRAH
KOTAMARVA DATURAF TINGKAT T1 SURABAYA

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir
dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IT1 Surabaya ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surehaya Nomor 155 Tahun 1996 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perparkiran
Daerah Kotamadya Daerah .Tingkat II Surabava ;
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 253 Tahun 1990 tentang Tata Cara
Pengurusan dan Penyelesaian 1Izin Penyelenggaraan
Tempat Parkir Parkir di Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

Burat Saudara . ... it et e e aaaan

Tanggal . .... .. cuiiimiinaannns tentang permohonan
izin penyelenggaraan usaha tempat parkir khusus.

MENGT ZINKAN

Menyelenggarakan usaha tempat parkir khusus pada
Lokasi D e i e e e e e e e aa i sae e .
Luas Pelatarar @ ... . 0 e et Ce b

. Memungut sewa parkir kepada para pemakai jasa, yang

besarnya tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ;

Bertanggunglawab atas ketertiban, keamanan dan
keutuhan barang dari pemakai jasa ;

Tidak menggunakan tempat/usaha diluar peruntukannya;



HBUSAN

(X3

Pelanggaran atas ketentuan dimaksud (angka 4) dapat
berakibat dicabutnya Surat Izin ini ;

Surat Izin inil berlaku selama .,......... { v, )
tahun, terhitung mulai tanggal ............... .. 8/d

Dikeluarkan di : S URABAY A
Pada tanggal

KEPALAR DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT I SURABAYA

h. 1. Bpk. Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya
2. 8dr. Inspektur Wilavah
J. 8dr. Kepala Dinas Pendapatan
Daerah

Kedya Dati I1 Surabava

WLINAN sesuai dengan Aslinya WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
. Tingkat II Surabaya ttd.
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Plt gepala Bagiay Aukum
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. R
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i
 KODTAR

H.SURARTO SUMOPRAWIRO

SAMADIKUN, SH

ﬁ‘ﬁéhata Tk.I
NIP. 510 036 885



ALINAHN LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR t 88 TAHUN 1999

TANGGAL t 23 AGUSTUS 1999

SURAT - PERPJANJIAN KERJA SAMA

NOMCR

Pada  hari  ini, tanggal, bulan
hun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (1999), kami
g bertandatangan dibawah ini

Kepala Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya berkedudukan di
J1. Menur 31 A Surabaya bertindak atas
Nama Pemerintah Kotamadva Daerah Tingkat I1I
Surabaya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Penangyung jawab/Direktur PT/CV

Selanjutnva disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Pihak Kedua adalah Penyelenggara Usaha Tempat Khusus
'kir vyang berlokasi ............. berdasarkan Surat I[jin Nomor

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
.ertiban dan keamanan, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan
:ja sama dengan ketentuan dan syarat-svarat sebagai berikut

Pasal 1
PEXRRJIAAN

13X PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknva
hak Kedua menerima bantuan dimaksud dalam rangka menyelenggarakan
gha Tempat Parkir Xhusus.

Pasal 2
HAK PARA PIHAK

] PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya operasional dari PIHAX KEDUA
setiap bulan sebesar ............ % (...... ) dari pendapatan
sewa parkir setiap bulan, yang diterima paling lambat tanggal 5
{lima} bulan berikutnva.

j PIHAK KEDUA mendapatkan bantuan dari PIHAK PERTAMA Dberupa
pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Usaha Tempat
Parkir Khusus tersebut.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA ~

a. Secara insidentil menugaskan persconil pada lokasi parkir
untuk memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Usaha Tempat Parkir Khusus tersebut.



b, Mambantu penyelesatan apabiia Lepjadl permasaianan Perkaitan
dengan penyelenggaraan Usaha Tempat Parkir Khusus tersebut.

Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Menyelenggarakan Usaha Tempat Parkir Parkir berdasarkan Surat
Tzin vyang ada.

b. Memberikan dukungan bilaya operasional kepada PIHAK FERTAMA
setiap bulan sebesar .......... 8 (...... } dari pendapatan
sewa parkir yvang diserahkan paling lambat tanggal 5 (lima)
bulan berikutnva.

Pasal 4
JANGKA WAKTU _

janjian kerja sama :ini perlaku mulail tanggal ditanda tanganinya

bequhlr mgnglkuti tanggal berakhirnya Surat Ijin yang ada gdan
it diperpanjang dengan ~estentuan dan syarat-syarat vyang diatur
idian.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Apabilg dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini terjadi
perselisihan, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabilg ‘upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
Pgsal ini tidak dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan
diselesalakan sesuai peraturan vang berlaku,

Pasal 6
PENUTUP

Ral-hal vang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur
dalam Perjanjian tambahan {Addendum) dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Perijaniian ini. -~

Perjanjian ini dibuat dalam rangka 3 {tiga) dan 2 {du)
diantaranya bermetera: cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA
DAN PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA P1HAK KESATU

KEPALA DINAS PERPARKIRAN DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA

I®AN sesuai dengan Aslinya WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretan@s Kotama

creTingkat IT Su

tuﬁx ala Bagi

baya ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRC

KODRAT SAMADIKUN, SH
‘.. Penata Tk.1
iz .NIP 510 036 885
L“_-H



